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	Kinerja direksi Perusahaan Daerah (PD) Sulteng terus menuai sorotan. Dari tahun ke tahun, hanya membebani dan malah hanya merugikan keuangan daerah. Atas dasar itu, jajaran direksi PD Sulteng terancam dikenakan sanksi. 
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KINERJA JEBLOK

Direksi PD Sulteng Terancam Disanksi

PALU, MERCUSUAR- Kinerja direksi
Perusahaan Daerah (PD) Sulteng terus menuai
sorotan. Dari tahun ke tahun, hanya
membebani dan malah hanya merugikan
keuangan daerah. Atas dasar itu, jajaran
direksi PD Sulteng terancam dikenakan sanksi.

Hal itu terungkap, setelah Ke-
pah Perwakilan BPK RI Sulteng,
Sumardi, menyerahkan Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas operasional PD Sulteng, ta-
hun 2010 dan 2011 (30 Juni
2011) kepada DPRD dan Perne-
rintah Provinsi (Pemprov) Suk
teng, di aula kantor Perwakilan
BPK RI Sulteng, Senin (17/10).

“Pelksanaan SPI yang belum
efektif akan berdampak pada
operasional Perusahaan Daerah
yang terus mengalhmi kerugian.
Apabik hal ini terus dipertahan-
kan, maka kelangsungan usaha
Perusahaan Daerah dapat ber-
potensi merugikan keuangan
daerah,” jelas Sumardi, dalam
sambutannya.

Beberapa kelemahan lanjut
dia, manajemen PD Sulteng yak-
ni penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) tahun 2010 terlambat
dan RKAP tahun 2011, tidak di-
susun sehingga operasional ter-
hambat dan tidak terkendali. Di-
samping itu, iporan keuangan
tidak disajikan sesuai keadaan
sebenarnya.

“Kegiatan investasi tidak
memberikan kontribusi penda-
patan bagi perusahaan, karena

dilaksanakan tanpa mehlui studi
kehyakan usaha (feasibility stu-
dy), dan pembelian kendaraan
tahun 2010 memboroskan ke-
uangan perusahaan karena dil-
kukan dengan tidak memperha-
tikan kondisi keuangan perusa-
haan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia meng-
harapkan agar Pemprov Sul-
teng, Badan Pengawas dan Di-
rektur PD Sultenig, untuk segera
menindaklanjuti rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK dalam
jangka waktu 60 hari setelah
LHP diterima.

Menanggapi LHP atas ope-
rsional PD Sulteng, Wakil Gu-
bernur Sudarto, mengapresiasi
terhadap hasil pemeriksaan
BPK dan akan segera menindak-
lanjuti dalam jangka waktu 60
hari. laberharap hasil pemerik:
saan ini, dapat menjadi cambuk
bagi PD Sulteng untuk lebih ber-
benah, sehingga pada tahun be-
rikutnya tidak terjadi lagi per-
masalahan serupa. “PD Sulteng
dapat memberikan kontribusi
bagi Sulteng. Terlebih pada ta-
hun 2012, Sulteng menargetkan
mendapatkan opini Wajar Tan-
pa Pengecualian (WTP) dabhm
Laporan Keuaangan yang dipe-

riksa BPK," harapnya.

Sekadar diketahui, LHP ope-
rasional PD Sulteng tersebut di-
terima Wakil Ketua Il DPRD Sul
teng, Syafrun Abdullah dan Wa-
kil Gubernur Sulteng, Sudarto.
Sehin-itu, LHP operasional PD
Sultengjuga diserahkan kepada
Ketua Badan Pengawas PD Sul-
teng, Hadjir Hadde, Direktur Uta-
ma PD Sulteng, Zainal Abdu dan
Inspektur Provinsi Sulteng,
Mulyono.

TEMUAN BPK
DIPERTANYAKAN

Pelaksana tugas Dirut Perusa-
haan Daerah A|r Mmum

KEPALA Perwakilan BPK RI Sulteng, Sumardi, menyerahkan Laporan Hasil Pemerlksaan (LHP), kepada

(PDAM) Kabupaten Buol Irwan
Lamaka, mempertanyakan hpo-
ran hasil pemeriksaan BPK ta-
hun 2010, yang menyebutkan
bahwa PDAM terdapat temuan
sejumlah Rp8 miliar pada peru-
sahaan daerah tersebut.

“Saya bingung apa yang men-
jadi temuan di kantor kita, aset
kita saja tidak sebesar itu,” kesal
Irwan di ruangannya belum
lama ini.

Menurut frwan, kemungki-
nan temuan itu, dihitung dengan
proyek pembehanan jaringan
pipa dengan imtek yang dikerja-
kan Dinas PU. Namun kata dia,
asettersebuthelumdlscrahkan

kepada dirinya.
“Kalu proyek itukan belum
ada berita acara serah terima de-
ngan kita, makanya saya bi-
ngiing. Kalu aset kita sebesar
itu tidak mungkin kantor kita
seperti ini,” tambah Irwan.
Sementara menurut Irwan,
sejak tahun 2007 PDAM belum
pernah mendapat kucuran dana
dari Pemkab Buol “Bagaimana
mungkin PDAM memiliki aset
sebesar Rp8 miliar?,” katanya
dengan menarhbahkan, justru
sebaliknya, perusahan yang
pimpinnya itu mengalmi kesu-
litan termasuk pembayaran ho-
NOT pegawai.ury/RiF/*

Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto, di aula kantor Perwakilan BPK RI Sulteng, Senin (17/10). FOTO: KIRIMAN

PERWAKILAN BPK RI SULTENG.




